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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

Menimbang

Mengingat

NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan
tinggi negeri badan hukum yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum  belum  mengakomodir
keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di
bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri

Badan Hukum;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara setiap tahun anggaran pada
kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.

(2) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang
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(3)
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dialokasikan dari anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagian dari 20% (dua puluh
persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan.

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola
secara otonom dan bukan merupakan penerimaan

negara bukan pajak.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Standar satuan biaya operasional PTN Badan
Hukum ditetapkan oleh Menteri atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama secara periodik dengan
mempertimbangkan:
a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b.  jenis program studi; dan
C. indeks kemahalan wilayah.
Besaran biaya operasional PTN Badan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan berdasarkan:
a. perhitungan standar satuan biaya

operasional PTN Badan Hukum;
b. penerimaan PTN Badan Hukum; dan
C. efisiensi dan mutu Perguruan Tinggi.
Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar
satuan biaya operasional PTN Badan Hukum
diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama.
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3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 9
PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya
pendidikan berdasarkan pedoman teknis
penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri atau
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.
Dalam menetapkan tarif biaya pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN Badan
Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri atau
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.
Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
a. mahasiswa;
b. orang tua mahasiswa; atau

c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 11
Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber
dari selain anggaran pendapatan dan belanja
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b bersumber dari:

a. masyarakat;

b.  biaya pendidikan;

C. pengelolaan dana abadi;

d. usaha PTN Badan Hukum;

e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;

f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum;

g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

dan/atau
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